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ABSTRAK 

 

RAMADANI. 2205170265P. “Analisis Pemeriksaan Dan Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan”. 

 

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia saat ini, maka tidak 

heran jika pajak menjadi primadona dan sangat diandalkan untuk memenuhi 

kebutuhan negara. Dalam sistem pemungutannya sendiri, Indonesia Menganut Self 

Assessment System, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, 

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Atas dasar 

inilah Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melalui Tim Pemeriksa 

Pajak dapat menguji kepatuhan Wajib Pajak apakah Perhitungan yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau ada kewajiban 

perpajakan yang masih belum terpenuhi. Pemeriksa Pajak dapat menjalankan 

tugasnya apabila sudah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Maka Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pajak 

pada KPP Madya Dua Medan dan bagaimana pemeriksaan pajak dapat berdampak 

pada penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 

dengan sumber data sekunder berupa data pemeriksaan dan penerimaan pajak yang 

diperoleh dari KPP Madya Dua Medan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP 

Madya Dua Medan sudah baik dan sesuai standar pemeriksaan yang telah 

ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Adanya tunggakan pemeriksaan 

disebabkan karena bertambahnya penerbitan SP2 namun SDM yang ada pada tim 

pemeriksa pajak terbatas. Sedangkan target PPh Pasal 25 Badan tidak mencapai 

target yang ditentukan disebabkan karena adanya laju perekonomian yang 

melambat dikarenakan wabah korona pada saat itu, sehingga laju bisnis Wajib 

Pajak low yang membuat omzet WP turun. Faktor lain yaitu dipengaruhi oleh WP 

yang sudah tutup dan tidak beroperasi kembali, lalu ada juga dipengaruhi oleh 

tingginya jumlah Restitusi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

 

 

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 

Badan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan negara terbesar di 

Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan penerimaan negara di 

Indonesia dari tahun 2021-2023 yang menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan 

merupakan penerimaan tertinggi dibandingkan dengan penerimaan lainnya yaitu 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dari penerimaan Hibah. Rencana 

Anggaran Pendapatan Negara dari penerimaan pajak Tahun 2024 telah mengalami 

kenaikan target sebesar 8% dibanding target penerimaan pajak tahun 2023. Target 

penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp2.118.348.000.000.000,00 sementara 

target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp2.309.859.945.000.000,00. Hal ini 

menjadi tantangan pemerintah apakah target Rencana Anggaran Pendapatan 

Negara dari penerimaan pajak  tahun 2024 yang telah ditetapkan akan dapat tercapai 

atau tidak (Kemenkeu, 2022)(Indonesia, 2023)(Ministry of Finance, 2024). 

Perkembangan Pendapatan Negara dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2021-2023 

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indoneseia 

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari 

pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas

Uraian 

(Triliun 

Rp) 

2021 2022 2023 

Anggaran Realisasi %    Anggaran Realisasi %  Anggaran Realisasi %  

Perpajakan 1.444,54 
 

1.547,84 
 

107,15 1.783,99 2.034,55 114,05 2.118,35 
 

2.154,21 101,69 

PNBP 298,20 458,49 153,75 481,63 595,59 123,66 515,80 612,54 118,75 

Hibah 0,90 5,01 555,27 0,58 5,69 982,33 3,1 17,18 554.33 

Jumlah 

Pendapatan 

Negara 

1.743.64 2.011.34 115,35 2.266.19 2.635.84 116,31 2.637.25 2.783.93 105,56 
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bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk 

pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana 

maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu  

menjamin kesejahteraan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada 

keadilan sosial (Januri & Hanum, 2017). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Tahun 

2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Badan 

adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanif et al., (2015) jumlah 

wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 

penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, hasil penelitian ini 

berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem, dkk 

(2021) menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar secara simultan 

berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jumlah Wajib Pajak 
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Badan yang terdaftar Pada KPP Madya Dua Medan tahun 2022 telah mengalami 

penurunan sebanyak 32 Wajib Pajak dibandingkan tahun 2021. hal ini dapat dilihat 

dari data berikut, dan jumlah yang malaporkan SPT Tahunan tidak sebanding 

dengan jumlah WP Badan yang terdaftar. 

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Dua Medan Tahun 

2021-2023 
No Tahun Jumlah WP 

Badan 

Jumlah WP Badan 

Lapor SPT 

1 2021 2083 1800 

2 2022 2051 1794 

3 2023 2057 1762 

Sumber: KPP Madya Dua Medan 

Setiap Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Badan diberi kepercayaan oleh 

negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi dari 

menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Hal ini 

disebut juga dengan self assessment system, dengan adanya sistem ini pelaksanaan 

administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, 

terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat 

masyarakat (Wajib Pajak). Dengan adanya pemungutan pajak dengan sistem "self 

assessment", maka apabila dalam waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak, 

berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, 

Direktorat Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka 

jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT Masa atau SPT Tahunan 

pada hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti 

karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dengan demikian, SPT Wajib Pajak yang bersangkutan telah merupakan ketetapan 

yang tetap dan tidak akan diubah (rampung). 
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Penerapan pada self assessment system itu sendiri bermuara pada Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. SPT yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak menjadi acuan bagi Petugas pajak dalam meninjau 

apakah kewajiban perpajakan yang seharusnya telah terlaksana atau masih ada 

kewajiban perpajakan yang masih terabaikan.  

Surat Pemberitahuan atau disingkat dengan SPT  adalah surat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, 

objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan 

SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

Salah satu sumber pendapatan Negara dari penerimaan pajak ialah Pajak 

Penghasilan (PPh). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wulandari 

(Wulandari, 2015) menuliskan bahwa Penerimaan pajak penghasilan yang didapat 

dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin 

besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat 

diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan 

masyarakat (Wahyuni, 2011). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aliah Gina 

menyatakan dalam penelitiannya (Ghina et al., 2020) bahwa Pajak penghasilan 

adalah pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki 

penghasilan atau mendapatkan penghasilan dalam tahun pajak yang nantinya oleh 

pemerintah akan digunakan untuk kepentingan rakyat (Komarawati & 

Mukhtaruddin, 2011).  

PPh Pasal 25 merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Pajak Penghasilan. 

Menurut Siti Resmi (2013 hal. 345) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran 
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pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya dalam 

tahun berjalan. PPh Pasal 25 Badan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan, 

dimana pajak tersebut merupakan beban bagi wajib pajak yang akan mengurangi 

laba perusahaan untuk tahun berjalan. 

Dalam seluruh penerimaan pajak yang ada, KPP Madya Dua Medan telah 

mengalokasikan target dan realisasi yang ingin dicapai untuk Pajak Penghasilan 

Pasal 25 Badan. Berikut data yang tersaji. 

Tabel 1.3 Target dan Realisasi PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua 

Medan Tahun 2021-2023 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2021 336.965.426.000 335.987.022.846 99.71% 

2022 1.809.290.250.000 2.308.421.889.784 127.59% 

2023 2.889.144.705.000 2.818.446.353.207 97.55% 

Sumber: KPP Madya Dua Medan 

Dari data diatas maka dapat kita lihat bahwa Penerimaan PPh Pasal 25 

Badan tahun 2021 dan 2023 KPP Madya Dua Medan belum mampu mencapai 

target yang telah di tetapkan. Artinya ada potensi penyerapan PPh Pasal 25 Badan 

yang belum optimal dilakukan. 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan 

khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi 

perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan 

pajak (Keuangan Kementerian, 2015). Intensifikasi perpajakan yang dapat 

ditempuh diantaranya ialah dengan melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan 

pajak. Mekanisme dalam melakukan pemeriksaan pajak telah diatur sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang 
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Tata Cara Pemeriksaan. Dalam aturan tersebut terdapat Surat Perintah Pemeriksaan 

yang selanjutnya disingkat SP2 dimana surat ini merupakan surat perintah untuk 

melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. (Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia, 2015). 

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa, 

maka dilakukanlah pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan 

lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT, 

dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar atau kurang bayar dalam membayar 

pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT 

tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan 

pemeriksaan tujuan lain dilakukan kepada wajib pajak yang mengajukan 

permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya 

Ada tiga hal yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak, Menurut 

Marisa Herryanto, dkk (2013) Penerimaan pajak akan meningkat diperlukan tiga 

hal yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. 

Adapun jumlah SP2 yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Medan sebagai berikut. 

Tabel 1.4 Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP 

Madya Dua Medan Tahun 2021-2023 

Tahun 

SP2 Terbit 

Penerbitan SP2 (Rutin, 

Pemsus Tujuan Lain 

Penyelesaian SP2 (Rutin, 

Pemsus Tujuan Lain 

Tunggakan Pemeriksaan SP2 

(Rutin, Pemsus Tujuan Lain 

2021 10 10 0 

2022 221 221 0 

2023 296 276 20 
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Sumber: KPP Madya Dua Medan 

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa tahun 2023 Penerbitan SP2 

terdapat selisih dengan Penyelesaian SP2, artinya dimana masih ada SP2 yang 

belum dilakukan penyelesaian sehingga menjadi tunggakan pemeriksaan SP2. Dari 

data tersebut kita lihat bahwa KPP Madya Dua Medan telah berupaya secara 

maksimal dalam melakukan penyelesaian SP2 yang telah diterbitkan, namun masih 

perlu ditingkatkan dengan cara menyelesaikan SP2 tersebut agar tidak terjadi 

tunggakan SP2. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal.3) 

“Pemeriksaan Pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan 

penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun 

peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya”. 

Menurut Widi Widodo (2010, hal.197), proses pemeriksaan adalah instrumen 

yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, 

khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (self 

assessment system) atau perhitungan administrasi otomatis. Sedangkan Siti Kurnia 

Rahayu (2013:245) mengungkapkan, pemeriksaan pajak merupakan hal 

pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, 

harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. 

Sistem self assessment merupakan salah satu hal mendasar yang harus 

dilakukan yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP bahwa, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwewenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan 

Total 527 507 20 
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lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka penulis berupaya 

membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian dengan judul                         

“Analisis Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan 

Pada KPP Madya Dua Medan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1) Pada tahun 2021 dan 2023 KPP Madya Dua Medan tidak mencapai target 

dalam penerimaan PPh Pasal 25 Badan. 

2) Pada tahun 2023 terjadi Tunggakan Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan 

Pada KPP Madya Dua Medan 

3) Jumlah WP Badan yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah WP 

Badan yang melapor SPT. 

1.3 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana Penerapan Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Pada KPP 

Madya Dua Medan? 

2) Bagaimana Dampak Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Terhadap 

Penerimaan PPh Pasal 25 Badan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui Penerapan Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Pada 

KPP Madya Dua Medan. 
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2) Untuk mengetahui Dampak Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Terhadap 

Penerimaan PPh Pasal 25 Badan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Praktis 

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

ilmu baru terkait Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 

Badan pada KPP Madya Dua Medan. 

2) Manfaat Teoritis  

a. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru 

tentang Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 

Badan Pada KPP Madya Dua Medan 

b. Bagi KPP Madya Dua Medan 

Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan memberikan 

masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam penetapan 

kebijakan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak 

negara. 

c. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk 

menambah referensi penelitian-penelitian lainnya melalui media 

ruang baca maupun melalui website repository perpustakaan 

Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian pajak 

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 

masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan 

ekonomi masyarakat. (Putra Nainggolan, 2018). 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1  menyatakan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2011:14), Pajak diartikan sebagai 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan 

menurut Mardiasmo Pajak adalah premi yang harus dibayar oleh masyarakat ke kas 

negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara 

langsung dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kemakmuran rakyat
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(Mardiasmo, 2011, hal.1). Ditinjau dari fungsi penerimaan maka pajak sebagai 

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya  

sedangkan, dilihat dari fungsi mengatur maka pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi.(Hafsah & Loka, 2021) 

Fungsi pajak sebagai budgeter berarti bahwa pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

untuk kas negara melalui pajak. Upaya pemerintah tersebut dilakukan dengan 

mengoptimalkan sistem pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

dan lain-lain. Sedangkan Fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur yaitu 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

2.1.1.1 Jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu berdasarkan sifat, 

sasaran, dan pemungutnya. Mardiasmo (2011, hal 5) dalam bukunya menyebutkan 

bahwa terdapat jenis-jenis pajak diantaranya: 

a) Menurut Golongan 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain, misalnya Pajak Penghasilan. 
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2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan kepada hal-hal 

tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak 

Pertambahan Nilai. 

b) Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, 

Contohnya Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah. 

c) Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusatnya 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah dan Bea Materai 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerahnya 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, 

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan. 

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2011:7) Sistem Pemungutan Pajak ada tiga cara yaitu: 

Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding System. 

1) Official Assessment System 
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Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah 

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, 

Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 

ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assessment System 

Strategi peningkatan penerimaan pajak tidak hanya didasarkan pada 

peran fiskus dan Ditjen Pajak, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari 

wajib pajak itu sendiri (Self Assessment System). (Fatah & Oktaviani, 

2021).  

Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian 

kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat 

pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus 

dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas.(Sanjaya et 

al., 2012). 

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk 

menetukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, Wajib 
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pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 

Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan 

bahwa Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh 

Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

SPT juga berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak atas 

kinerja perusahaan. Oleh karena itu, SPT tidak hanya berfungsi sebagai informasi 

data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan petugas pajak 

(fiskus) untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban 

perpajakan perusahaan selama periode tertentu. 

Menurut Mardiasmo (2009:29), surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau 
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bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa SPT merupakan bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dibuktikan dalam 

bentuk data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam suatu periode 

tertentu. 

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah 

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur 

Jenderal Pajak belum menyampaikan: 

1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; atau 

2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka 

kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang 

telah dewasa dari Wajib Pajak. 

Dalam hal pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar, Wajib 

Pajak harus menyampaikan pembetulan SPT paling lama dua tahun sebelum 

daluwarsa penetapan. Apabila Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat 

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau 

Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak 

sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang 

telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib 

Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah 

menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. 
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Selain itu apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang 

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP. 

 

2.1.3 Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Tahun 

2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 25 

menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Menurut Saputro (2012) pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk 

pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan 

pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya 

penerimaan negara dari sektor perpajakan. 

Disisi lain Mardiasmo (2011, hal 52) menyatakan bahwa “Pemeriksaan 

adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola dan atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 
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untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.” 

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy, (2011) 

menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan 15 

(tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), 

sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemeriksaan pajak 

adalah suatu proses kegiatan untuk memperoleh, mencari, dan mengolah data atau 

keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya serta tujuan lain, dalam rangka melaksanakan 

tugas hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Terdapat dua jenis pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan yaitu dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan 

Kantor. 

Dalam hal pemeriksaan telah diberikan standar pelaksanaan yang dibahas 

didalam peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 Pasal 8 

sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184.pmk.03/2015 “Pelaksanaan 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Pemeriksaan, yaitu pelaksanaan 

Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan 

pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan 

mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (Audit plan), dan 

menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang 

seksama.” 
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2.1.3.1 Tujuan Pemeriksaan 

Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tahun 2013 

Tentang Tata Cara Pemeriksaan BAB II Tujuan Pemeriksaan Pasal 2 menyebutkan 

bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

tujuan Pemeriksaan ini juga ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 29 ayat 1. Berdasarkan 

ketentuan tersebut diketahui bahwa tujuan pemeriksaan ada dua yaitu untuk 

menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain.  

Dirjen Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk: 

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan.  

Pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajak dilakukan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau 

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar 

pemeriksaan. Setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap data, keterangan, 

dan/atau bukti dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal 

Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan. 
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Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi pemeriksaan yang dilakukan 

dalam rangka: 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang 

dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi. 

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selain yang dilakukan 

berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi. 

c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi. 

d. Wajib pajak mengajukan keberatan. 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan 

Netto. 

f. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan. 

g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. 

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 

j. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 

kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. 

k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran 

Pajak Berganda. 
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2.1.3.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 

Sebagaimana yang telah diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 bahwa ruang 

lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau 

beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun 

lalu maupun tahun berjalan. 

 

2.1.3.3 Objek Pemeriksaan Pajak 

Objek pemeriksaan pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. 

Objek pemeriksaan pajak merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan atau 

SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. SPT Tahunan adalah surat yang 

dipergunakan wajib pajak untk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak 

yang terutang dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah surat yang digunakan 

wajib pajak/PKP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak 

terutang dalam suatu masa pajak. Lampiran-lampiran SPT meliputi laporan 

keuangan, daftar perhitungan penyusutan/amortisasi fiskal, surat setoran pajak, dan 

lain-lain. SPT dan lampiran-lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan wajib 

pajak. 

 

2.1.3.4 Tata Cara Pemeriksaan  

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dilakukan dalam hal memenuhi kriteria: 
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1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-

Undang KUP. 

2) Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar. 

3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih 

bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak. 

4) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran pajak. 

5) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi 

6) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 

7) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan 

atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap 

8) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat 

Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan 

dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan 

berdasarkan Analisis Risiko. 

9) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk 

dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau 

10) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/ atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau 
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telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 

perubahannya. 

Data konkret sebagaimana dimaksud pada point nomor 2 merupakan data 

yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak yang berupa: 

a. hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak. 

b. Bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan. 

c. data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan 

Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis 

Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran; dan/ atau 

d. bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk 

menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

Ketentuan mengenai Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada point 

nomor 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

 

2.1.3.5 Jenis Pemeriksaan 

Terdapat dua Jenis Pemeriksaan, yaitu Jenis Pemeriksaan Lapangan dan Jenis 

Pemeriksaan Kantor. Jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan apabila Terdapat data 

konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan 

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang Undang KUP dalam hal 
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permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib 

Pajak yang memenuhi persyaratan: 

1) laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit 

oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 

(dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh 

akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan 

2) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, 

Penyidikan, atau Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan, dan/atau Wajib 

Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Sedangkan Pemeriksaan Lapangan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak 

menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka 

waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan 

Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko dan Wajib Pajak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis 

Risiko.  

Selain itu dalam jenis kriteria pemeriksaan berupa Wajib Pajak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang 

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak 

yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, 

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, Wajib 

Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, 

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, Wajib Pajak melakukan 

perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian 
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kembali aktiva tetap, dapat dilakukan jenis pemeriksaan Kantor dan Juga Jenis 

Pemeriksaan Lapangan. 

Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait 

dengan transfer pricing dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya 

rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi 

Pemeriksaan Lapangan. 

 

2.1.3.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan 

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban 

perpajakan, Wajib Pajak berhak atas: 

1) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda 

Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2; 

2) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan 

dilakukan dengan Jen1s Pemeriksaan Lapangan; 

3) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang 

berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

4) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang 

alasan dan tujuan Pemeriksaan;  

5) menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); 

6) menghadiri Pem bahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang 

telah ditentukan 
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7) mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim 

Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil 

Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum 

disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas 

data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan 

8) memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 

Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. 

 

2.1.3.7 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai kewajiban dan kewenangan 

bagi seorang pemeriksa pajak yaitu: 

1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada 

Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis 

Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka 

Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jems 

Pemeriksaan Kantor; 

2) Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada 

Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; 

3) Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak 

kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak 

mengalami perubahan;  
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4) melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan 

penjelasan mengenai: 

a) alasan dan tujuan Pemeriksaan 

b) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 

Pemeriksaan 

c) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan 

pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam 

hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum 

koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan 

Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, 

kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan 

dengan jenis Pemeriksaan Kantor 

d) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, 

catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib 

Pajak; 

5) menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d 

dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; 

6) menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada 

Wajib Pajak; 

7) memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah 

ditentukan; 

8) menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
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9) melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis; 

10) mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari 

Wajib Pajak; dan 

11) merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu 

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 

rangka Pemeriksaan. 

Adapun wewenang bagi pemeriksa pajak dengan Jenis Pemeriksaan 

Lapangan yaitu: 

1) melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

2) mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 

3) memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau 

tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk 

menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang 

dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan 

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

4) meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan, antara lain berupa: 
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a) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak 

apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik 

memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus 

b) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka 

barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

c) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan 

Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib 

Pajak; 

5) melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak 

6) meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan 

7) meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga 

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui 

kepala unit pelaksana Pemeriksaan. 

Pemeriksa Pajak dengan jenis Pemeriksaan Kantor memiliki wewenang 

atas: 

1) memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka 

Pemeriksaan Kantor; 

2) melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk 

data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, atau objek yang terutang pajak; 
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3) meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan; 

4) meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 

5) meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; 

dan meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak 

ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa 

melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. 

 

2.1.3.8 Jangka Waktu Pemeriksaan 

Jangka waktu dalam melakukan pemeriksaan terdapat dua jenis, yaitu 

jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

dan Pelaporan. 

1) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, 

jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib 

Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa 

dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada 

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 

dewasa dari Wajib Pajak. 

2) Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka 

waktu pengujian 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib 

Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga 

yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan 

Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP 
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disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 

3) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan 

Kantor jangka waktu pengujian paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung 

sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang 

memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai 

dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 

4) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling 

lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan 

kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang 

telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP. 

5) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan 

Kantor yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar 

jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP 

disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP. 

 

2.1.3.9 Standar Pemeriksaan Pajak  

Dalam melaksanakan tugas berupa pemeriksaan pajak haruslah dilaksanakan 

sesuai dengan standar pemeriksaan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang 

merupakan capaian minimum yang harus dicapai. Standar dalam melakukan 
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pemeriksaan ada tiga yaitu Standar Umum Pemeriksaan, Standar Pelaksanaan 

Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan. 

1) Standar Umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan 

berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak, dimana pemeriksa pajak 

harus memenuhi syarat berupa: 

a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta 

memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 

b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. 

c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 

mengutamakan kepentingan negara. 

d. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

Pemeriksa Pajak pada Standar Umum Pemeriksaan juga dapat 

dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang 

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak apabila diperlukan. 

2) Pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan dengan standar sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi 

kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, 

menyusun rencana pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program 

Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang 

seksama. 
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b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan 

metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan 

(audit program) yang telah disusun;. 

c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten 

yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri 

dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih 

anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap 

sebagai anggota tim. 

e. Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal 

Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal 

Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga 

ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, 

dan pengacara. 

f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama 

sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. 

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, 

tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang 

dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. 
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h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan 

dapat dilanjutkan di luar jam kerja. 

i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas 

Kerja Pemeriksaan (KKP). 

Adapun Kegiatan Pemeriksaan dalam hal dokumentasi dalam bentuk 

KKP harus memperhatikan ketentuan berikut. 

a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai; 

a) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan Pemeriksaan; 

b) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan; 

c) dasar pembuatan LHP 

d) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau 

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 

e) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya 

b. KKP harus memberikan gambaran mengenai: 

a) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 

b) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

c) pengujian yang telah dilakukan; dan 

d) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan 

dengan Pemeriksaan. 

3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan pemeriksaan harus 

dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  yang 

disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu: 
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a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau 

pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat 

simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang 

ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain 

yang terkait dengan Pemeriksaan. 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan 

pengungkapan penyimpangan SPT antara lain mengenai: 

a) Penugasan pemeriksaan 

b) Identitas wajib pajak 

c) Pembukuan atau pencatatan wajib pajak 

d) Pemenuhan kewajiban perpajakan 

e) Data/informasi yang tersedia 

f) Buku dan dokumen yang dipinjam 

g) Materi yang diperiksa 

h) Uraian hasil pemeriksaan 

i) Ikhtisar hasil pemeriksaan 

j) Penghitungan pajak terutang 

k) Simpulan dan usul pemeriksa pajak 

 

2.1.3.10 Penyelesaian Pemeriksaan 

Adapun Penyelesaian Pemeriksaan baik dalam bentuk Jenis Pemeriksaan 

Lapangan maupun Jenis Pemeriksaan Kantor dapat diselesaikan dengan cara: 
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1) menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir. Penghentian ini 

dapat dilakukan dalam hal: 

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 

dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa: 

a) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 

b) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 

(empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka 

Pemeriksaan Kantor diterbitkan; 

b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan 

karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara 

terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 

a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak 

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang - Undang KUP; 

b) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan 

karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44B Undang - Undang KUP. 

c) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan 

karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44A Undang - Undang KUP; atau 

d) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat 

Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan 
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bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan 

Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; 

c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan 

karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut 

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut: 

a) dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44B Undang - Undang KUP; atau 

b) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan 

Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib 

Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan Putusan Pengadilan 

tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; 

d. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. 

2) membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau 

Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Penghentian jenis ini dapat dilakukan dalam hal: 

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 

dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau 

memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan 

dalam jangka waktu Pemeriksaan; 
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b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 

dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau 

memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai 

dengan: 

a) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 

Lapangan. 

b) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 

Kantor. 

c. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 

dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan 

dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang - Undang KUP: 

a) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 

b) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 

(empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka 

Pemeriksaan Kantor diterbitkan; 

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan 

Pemeriksaan atas data konkret dengan Pemeriksaan Kantor tidak 

memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 

diterbitkan; 
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e. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan 

karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara 

terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 

a) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia 

b) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak 

pidana di bidang perpajakan 

c) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan 

karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka 

meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-

Undang KUP; atau 

d) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat 

Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan 

Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; 

f. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan 

karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut 

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut: 

a) dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut 

bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau 

tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A 

Undang-Undang KUP; atau 
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b) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan 

Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dan salinan Putusan Pengadilan tersebut 

telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak 

 

2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan 

PPh Pasal 25 merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Pajak 

Penghasilan. Menurut Siti Resmi (2013 hal. 345) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah 

angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya 

dalam tahun berjalan. Hal ini selaras dengan bunyi yang ada dalam pasal 1 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 Tentang 

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal - Hal 

Tertentu yang menyatakan bahwa Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan 

adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. 

Menurut Zulia Hanum SE., M.Si (2012: hal. 180) dalam bukunya 

menyebutkan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Pajak yang mengatur tentang 

penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib 

pajak dalam tahun berjalan. 

1) Faktor-Faktor Penerimaan Pajak  
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Menurut (Rahayu, 2009) menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:  

a. Kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan 

Undang - Undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, 

baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik 

mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak 

akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. 

Disisi lain pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan 

sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sendiri 

sebagai pembayar pajak. 

b. Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang 

perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang 

perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu di bidang social dan ekonomi.  

c. Sistem Administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan 

prioritas perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

optimalisasi penerimaan pajak. 

d. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta apparat 

perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

optimalisasi penerimaan pajak. 

e. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa Nasionalisme tinggi, 

kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan 

perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan 
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makin mudah bahi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan 

perpajakan. 

f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektif undang-undang 

dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik 

sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif 

dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

No Nama/ Tahun Judul Hasil Penelitian 

1 Selvi Mariati Gultom 

(Skripsi, 2019) 

Analisis Pemeriksaan 

Pajak Dalam 

Meningkatkan Penerimaan 

Pajak Penghasilan Pasal 
25 (Studi Kasus Pada KPP 

Pratama Medan Timur 

Meningkatnya Wajib Pajak yang tidak 

melapor SPT serta tingginya target 

penerimaan yang harus dicapai 

menyebabkan penurunan penerimaan 
pajak. 

 

2 Yosa Pristia Tusani 

(Skripsi, 2017) 

Analisis Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan dan 

Pemeriksaan Pajak dalam 

Meningkatkan Penerimaan 

Pajak Badan Pada KPP 

Pratama Medan Petisah  

 

Pemeriksaan pajak belum optimal dalam 

meningkatkan penerimaan pajak badan 

disebabkan adanya faktor-faktor 

penghambat dalam pelaksanaan 

pemeriksaan baik secara internal maupun 

eksternal 

3 Pingkan Gita 

Ayuningtyas  
(Publikasi Ilmiah, 2017) 

Analisis Faktor-faktor 

yang mempengaruhi 
Tingkat Penerimaan Pajak 

(Studi Empiris Terhadap 

Penerimaan PPh Pasal 25 

Badan di KPP Pratama 

Surakarta 

 

Sosialisai pajak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat penerimaan pajak badan 
PPh Pasal 25, Penerbitan STP berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat penerimaan 

pajak badan PPh Pasal 25, pemeriksaan 

pajak badan, berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat penerimaan pajak badan 

PPh Pasal 25, tingkat kepatuhan pajak 

badan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat penerimaan pajak badan 

PPh Pasal 25. 
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4 Cyntia Ayu Tirani, dkk. 

(Jurnal, 2020 

Pengaruh Pemeriksaan 

Pajak Dan Sanksi Pajak 

Serta Sosialisasi Pajak 

Terhadap Kepatuhan Pajak 

Badan Penghasilan Pasal 

25 Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kabupaten 

Pandeglang 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Badan, terdapat pengaruh yang 

signifikan antara sanksi pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Badan, Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara dan 

sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Badan, Secara parsial dan simultan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pemeriksaan pajak dan sanksi pajak serta 
sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Badan. 

5 Aliah Gina, dkk 

(Jurnal Ilmiah, 2020) 

Intensifikasi Pajak dalam 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak 

Badan 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

kesadarannya untuk melaporkan SPT dapat 

meningkatkan Penerimaan Pajak,  

7 Sabrino 

Pratama,(skripsi,2023 

Pengaruh Pemeriksaan 

Pajak, sosialisasi pajak, 

dan jumlah wajib pajak 

terhadap penerimaan pajak 
penghasilan badan (Studi 

kasus pada KPP Pratama 

Telanaipura Jambi periode 

2018-2022) 

Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak penghasilan 

badan, sosialisasi pajak tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak penghasilan 
badan, jumlah wajib pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerimaan 

pajak penghasilan badan. 

8 Wawan Septiyawan 

(2019) 

Analisis Pengaruh Tingkat 

Pertumbuhan Jumlah 

Wajib Pajak, Kegiatan 

Sosialisasi, Kesadaran 

Wajib Pajak, dan 

Pemeriksaan Pajak 

terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan di 

Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Tanah 

Abang Satu periode 2016-

2018 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel tingkat pertumbuhan jumlah wajib 

pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan pajak penghasilan, 

variabel kegiatan sosialisasi berpengaruh 

negatif terhadap penerimaan pajak 

penghasilan, variabel kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan dan variabel 

pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan. 

9 Mendy Ayu Andria 

(2019) 

Analisis Pemeriksaan dan 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal Pada 

Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Medan 

Timur 

Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa 

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 

KPP Pratama Medan timur sudah baik dan 

mengikuti peraturan perundang-undang 

perpajakan yang berlaku, pemeriksaan 

pajak belum memberikan dampak yang 

signifikan atas penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Medan Timur, meningkatnya Surat 
Pemeriksaan Pajak (SP2) disebabkan oleh 

indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya dan 

adanya usulan penghapusan npwp karena 

WP sudah tidak memeliki penghasilan. 

Sedangkan dari segi SKP masih banyak WP 

yang tidak melunasi SKP yang telah 

diterbitkan dan diwajibkan atas pemenuhan 

kewajiban perpajakannya, hal ini 

disebabkan kondisi WP yang tidak ikuid 
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dan tingkat kesadaran juga pemahaman 

yang rendah. 

10 Leony Aura (2020) Analisis Efektivitas 

Pemeriksaan Pajak Dalam 

Meningkatkan Penerimaan 

Pajak Penghasilan Badan 

Pada KPP Pratama Medan 

Polonia 

Penyebab tidak tercapainya target 

penerimaan pajak atas pelaksanaan 

pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan 

Polonia adalah dikarenakan wajib pajak 

tidak ditemukan, wajib pajak tidak 

kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan 

Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dari 
pihak pemeriksa pajak. Berdasarkan hasil 

perhitungan tingkat efektivitas dapat 

diketahui bahwa tingkat efektivitas 

pemeriksaan pajak Jumlah Wajib Pajak 

Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil 

Pemeriksaan dan penerimaan pajak pada 

umumnya berada pada kategori tidak efektif 

dalam meningkatkan penerimaan pajak. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Sarana untuk 

mengawasi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, salah satunya adalah melalui 

pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan upaya direktorat 

jenderal pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh 

Undang - Undang perpajakan. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan 

pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan (tax complience) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan 

dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak 
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yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu penyampaian SPT dan 

kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak.  

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat 

kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di 

monitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan. 

Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus memiliki Surat Perintah 

Pemeriksaan (SP2).  

Pemeriksa wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada 

wajib pajak yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang 

diperiksa harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan 

yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang 

terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, memberi 

keterangan yang diperlukan. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Setiap Surat Pemerintah Pemeriksaan (SP2) akan diselesaikan dengan membuat 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah diperiksa dan membuat LHP, Lembar 

Hasil Pemeriksaan (LHP) selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak 
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yang terutang. Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada penerimaan pajak untuk 

menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang 

bertujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, 

dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan 

penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Medan. 

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAJIB PAJAK BADAN 

 

PENYAMPAIAN SPT 

 

PEMERIKSAAN PPH PASAL 25 

BADAN 

PENERIMAAN PPH PASAL 25 

BADAN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan 

dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Madya Dua 

Medan berupa data-data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, jumlah 

pemeriksaan pajak, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis 

menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Sugiyono 

(2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi 

yang diperoleh dari subjek berupa individu, organisasi, industri, dan perspektif lain 

untuk menjelaskan aspek - aspek yang relevan dan fenomena yang diamati. Objek 

penelitian ini yaitu pada KPP Madya Dua Medan pada periode Tahun 2021-2023. 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga 

menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu 

yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran 

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih 

baik. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi 

operasional yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
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objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Indikator dari pemeriksaan pajak adalah Surat Perintah 

Pemeriksaan (SP2). 

2) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalah penerimaan pajak 

berupa angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

setiap bulannya dalam tahun berjalan. Indikator penerimaan pajak adalah 

target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan pada KPP 

Madya Dua Medan. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1) Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan, 

yang beralamat di Jl. Sukamulia No. 17 A Gedung Kanwil DJP Sumatera 

Utara I Lantai 3 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan 

Provinsi Sumatera Utara. 

2) Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 30 Maret 2024 sampai dengan september 

2024. Berikut data rincian Waktu Penelitian. 
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Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian 

 

3.4 Jenis Data dan Sumber 

3.4.1 Jenis data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif yaitu 

data yang diperoleh berupa data pemeriksaan, penerimaan pajak penghasilan 

pasal 25 badan, dan data wajib pajak badan pada KPP Madya Dua Medan. 

3.4.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu 

merupakan sumber data yang telah tersedia lalu dikumpulkan oleh peneliti dan 

data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Data sekunder 

dapat berupa laporan, arsip, atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Madya Dua 

Medan. Data tersebut antara lain adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan 

 

No 

 

Kegiatan 

Penelitian 

Waktu Penelitian 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Penelitian 
pendahuluan 

(prariset) 

                          

2 Pembuatan 

Proposal 

                          

3 Bimbingan 

Proposal 

                          

4 Seminar 

Proposal 

                          

5 Pengumpulan 

Data 

                          

6 Pengolahan 

Data 

                          

7 Bimbingan 

Skripsi 

                          

8 Sidang Tugas 

Akhir 
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pasal 25 badan, Jumlah Wajib Pajak Badan, jumlah wajib pajak lapor, dan data 

pemeriksaan pajak. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penerimaan pajak dan data- data lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

melalui laporan dari Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa 

serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang 

dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang 

sebenarnya pada instansi serta mencari penyebabnya, adapun tahapan penelitian 

sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari KPP Madya Dua Medan 

berupa data pemeriksaan dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan. 

2) Melakukan reduksi atas data yang diperoleh dari KPP Madya Dua Medan. 

3) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Penghasilan pasal 25 Badan yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan. 

4) Menarik kesimpulan.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.2 Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya 

Dua Medan 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun Pemeriksaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Badan yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP 

Madya Dua Medan Tahun 2021-2023 

 

Sumber: KPP Madya Dua Medan 

 Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa Pemeriksaan Pajak Penghasilan 

Pasal 25 Badan yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan Pada tahun 2021 dan 

Tahun 

SP2 Terbit 

Penerbitan SP2 (Rutin, 

Pemsus Tujuan Lain 

Penyelesaian SP2 (Rutin, 

Pemsus Tujuan Lain 

Tunggakan Pemeriksaan SP2 

(Rutin, Pemsus Tujuan Lain 

2021 10 10 0 

2022 221 221 0 

2023 296 276 20 

Total 527 507 20 
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2022 telah melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik, hal ini terbukti dengan 

tidak adanya tunggakan pemeriksaan yang mengisyaratkan bahwa SP2 yang telah 

diterbitkan dapat diselesaikan dengan sempurna. Namun berbeda dengan 

pemeriksaan yang dilakukan pada Tahun 2023 bahwa dari 296 SP2 yang terbit 

hanya 276 yang dapat diselesaikan, hal ini menandakan adanya tunggakan 

pemeriksaan sebanyak 20 butir SP2. Berikut perhitungan persentase Pelaksanaan 

Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan dari tahun 2021-2023. 

 

 

Keterangan : X = Efektif/ Optimal 

a) Tahun 2021 

 

 

b) Tahun 2022 

 

 

 

c) Tahun 2023 

 

 

 

𝑥 =
Penyelesaian Pemeriksaan

Penerbitan Pemeriksaan
  x 100 % 

𝑥 =
10

10
 x 100% = 100% 

𝑥 =
221

221
 x 100% = 100% 

𝑥 =
276

296
 x 100% = 93% 
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Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa Pencapaian Pemeriksaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Badan pada KPP Madya Dua Medan ialah: 

1) Pada Tahun 2021 persentase yang dicapai ialah 100%, maka termasuk 

dalam kriteria efektif/ Optimal. 

2) Pada Tahun 2022 persentase yang dicapai ialah 100%, maka termasuk 

dalam kriteria efektif/ Optimal. 

3) Pada Tahun 2023 persentase yang dicapai ialah 93%, maka termasuk 

dalam kriteria efektif / optimal. 

Hasil ini selaras dengan Klasifikasi Kriteria Efektifitas berdasarkan 

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 

sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Klasifikasi Kriteria Efektifitas 

No Persentase Efektifitas Kriteria 

1 >100% Sangat Efektif 

2 90% - 100% Efektif 

3 80% - 90% Cukup Efektif 

4 60% - 80% Kurang Efektif 

5 < 60% Tidak Efektif 

Sumber: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, 1996 

4.1.1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP 

Madya Dua Medan 

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang harus dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2021 
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tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut Data Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua Medan. 

Tabel 4.2 Target dan Realisasi PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua 

Medan Tahun 2021-2023 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2021 336.965.426.000 335.987.022.846 99.71% 

2022 1.809.290.250.000 2.308.421.889.784 127.59% 

2023 2.889.144.705.000 2.818.446.353.207 97.55% 

Sumber: KPP Madya Dua Medan 

Data diatas menjukkan terjadinya penerimaan pajak yang fluktuatif. Pada Tahun 

2021 dan 2023 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan belum mencapai 

target yang telah ditentukan yaitu hanya mencapai 99.71% dan 97.55%. 

Pemeriksaan dapat dimulai ketika Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang 

dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang harus disampaikan 

kepada Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dan telah diterima. Menurut Siti 

Kurnia (2010:286) dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan 

tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu 

tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan Pemeriksa pajak harus 

melakukan persiapan agar bisa memperoleh gambaran Wajib Pajak yang akan 

diperiksa, antara lain sebagai berikut: 

a) Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan jumlah penghasilan yang 

bertujuan untuk menentukan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang 

menjadi kunci penentu besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak 
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b) Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak 

antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, dan lainnya. 

c) Melakukan pengenalan lokasi/tempat dari Wajib Pajak yang bertujuan 

untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi 

usaha, denah lokasi, sehingga tidak membuat waktu petugas pemeriksa 

pajak 

d) Menentukan ruang lingkup masalah dari Wajib Pajak yang bertujuan agar 

pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara efektif, 

efisien, dan tepat pada sasarannya. 

e) Identifikasi Masalah yang bertujuan untuk mempelajari, memahami dan 

mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data Wajib Pajak 

dan pendapatan Wajib Pajak 

f) Menentukan buku/ catatan/ dokumen yang akan dipinjam bertujuan untuk 

menghindari peminjaman buku/ catatan/ dokumen yang tidak diperlukan 

dalam pemeriksaan. 

g) Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain Kartu Tanda Pengenal 

Pemeriksa, Surat Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak 

(SP2), Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Permintaan 

Peminjaman buku/ catatan/ dokumen, dan lain-lain. 

h) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, jika semua 

tahapan pemeriksaan sudah dilakukan, maka petugas pajak akan 

memberikan hasil dari pemeriksaan pada wajib pajak. 
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i) Melakukan sidang penutup (Closing Conference). jika semua tahap sudah 

dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak dan sudah dipenuhi oleh wajib 

pajak, maka petugas pajak bisa mengakhiri pelaksanaan pemeriksaan ini 

dengan melakukan sidang penutup pemeriksaan. 

4.2 Pembahasan 

Adapun Metode Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP Madya Dua Medan 

yaitu: 

a) Metode langsung, dimana petugas pemeriksa pajak akan melakukan 

tindakan berupa pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang 

dilaporkan dan tertera didalam SPT melalui penelusuran laporan-laporan 

keuangan yaitu neraca, buku besar/pembantu, buku harian, dan faktur- 

faktur dan dokumen pendukung lainnya. 

b) Metode tidak langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran 

jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui 

pendekatan penghitungan yaitu: Metode transaksi tunai, metode 

perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan 

penghasilan. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu 

dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi: 

Metode transaksi tunai dan bank, Metode sumber dan pengadaan dana, 

Metode penghitungan rasio, Metode satuan dan volume, Metode 

pertambahan kekayaan bersih (Net Worth), Metode perhitungan biaya 

hidup. 
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Proses Terakhir yang dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan dalam Melakukan 

Pemeriksaan Pajak yaitu dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang 

diberitahukan secara tertulis kepada WP. Dalam hal pemeriksaan sederhana yang 

dilakukan oleh KPP Madya Dua Medan, WP diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari sejak 

diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. WP boleh tidak setuju atas 

sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, dapat menyampaikan sanggahan dengan 

dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan 

akan di bahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada KPP Madya Dua Medan 

Tahun  2021 dan 2023 tidak mencapai target disebabkan beberapa faktor,  

diantaranya ialah  dikarenakan adanya laju perekonomian yang melambat 

dikarenakan wabah korona pada saat itu, sehingga laju bisnis Wajib Pajak low yang 

membuat omzet WP turun. Faktor lain yaitu dipengaruhi oleh WP yang sudah tutup 

dan tidak beroperasi kembali, lalu ada juga dipengaruhi oleh tingginya jumlah 

Restitusi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.     

Tunggakan Pemeriksaan SP2 yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh  

Jumlah Pemeriksa yang terbatas . Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa tidak 

sebanding dengan  jumlah pemeriksa sehingga mengakibatkan bobot pekerjaan 

tidak mampu diserap secara maksimal, selain itu tingkat permasalahan Wajib Pajak 

yang diperiksa juga  mempengaruhi  pelaksanaan Pemeriksaan sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan jatuh tempo yang telah 

ditetapkan cukup pendek sehingga terjadi tunggakan pemeriksaan. Adapun jumlah 
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Pemeriksa yang ada pada KPP Madya Dua Medan  ialah sebanyak 28  pegawai 

yang terdiri dari 8  SPV, 8 Ketua Pemeriksaan, dan 12 Anggota Pemeriksaan. 

Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa sangat berpengaruh terhadap jumlah 

penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan, jadi semakin banyak jumlah Wajib 

Pajak yang diperiksa maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilan 

Pasal 25 Badan. 

Adapun  kendala yang dihadapi Pemeriksa Pajak pada KPP Madya Dua Medan, 

yaitu  adanya Wajib Pajak yang tidak kooperatif, Dokumen yang dibutuhkan tidak 

lengkap, Wajib Pajak yang  tidak ditemukan,  dan jumlah  Petugas Pajak pada 

Pemeriksa tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa.
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penelitian 

ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1) Adapun Penerapan Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Pada KPP Madya Dua 

Medan ialah sebelum melakukan pemeriksaan, KPP Madya Dua Medan 

mengawali dengan pembentukan tim pemeriksaan pajak yang di tunjuk oleh 

Direktur Jenderal Pajak. Setelah pembentukan tim, Supervisor membuat 

rencana pemeriksaan, kemudian rencana pemeriksaan disetujui dan di 

tandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), lalu Surat 

Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) 

yang telah diterbitkan menjadi dasar hukum yang mengikat dan menjadi 

acuan bagi pihak pemeriksa dengan tujuan untuk memenuhi hak dan 

kewajiban Wajib Pajak yang akan diperiksa disertai dengan penunjukan 

identitas pemeriksa pajak. 

2) Dampak Pemeriksaan PPh Pasal 25 Badan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 

25 Badan yaitu berbanding lurus. Semakin Banyak Wajib Pajak yang 

diperiksa maka semakin meningkat penerimaan PPh Pasal 25 Badan. Hal 

ini diharapkan oleh KPP Madya Dua Medan karena melalui serangkaian 

pemeriksaan yang dilakukan maka Wajib Pajak mengetahui hak dan 

kewajiban perpajakan yang belum dilakukan, sehingga dalam jangka 

panjang wajib pajak dapat memahami kewajiban perpajakan yang harus 



59 

 

 

 

dipenuhi sehingga potensi penerimaan PPh Pasal 25 Badan juga dapat 

terserap dengan baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran pada KPP 

Madya Dua Medan yaitu: 

1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sebaiknya pihak KPP Madya Dua 

Medan mengedepankan Pendekatan Persuasif agar tercipta hubungan 

emosional yang baik, hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak enggan 

menyampaikan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dan dapat 

berdampak dalam jangka panjang agar apa yang disampaikan oleh 

pemeriksa pajak terkait kewajiban perpajakan dapat diingat dan dijalankan 

oleh Wajib Pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai dan tidak 

ada tunggakan pemeriksaan. 

2) Adanya penambahan Sumber Daya Manusia di seksi pemeriksaan, agar target 

pemeriksaan dapat dicapai dengan optimal. Karena semakin banyak tim 

pemeriksa yang dibentuk maka semakin efektif target pemeriksaan yang 

berdampak pada penerimaan pajak. 
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